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Menimbang % b ehubungan ketentuan pemakaman yang telah

@ d kan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi

é omor 2 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan

erkembangan dewasa ini dan dalam rangka

@ meningkatkan pendayagunaan dan penataan tanah

untuk tempat pemakaman di Kota Sukabumi, perlu

@ dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
b

pemanfaatan tanah, aspek keagamaan, dan aspek sosial
budaya;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah
untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

Mengingat .....



Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14
Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor A3\ Yahun 1960 tentang
Peraturan Dasar PokokAQkoK \ Agraria (Lembaran

Negara Republik Indo ‘ Iahu 60 Nomor 104,

Tambahan Lembarayp gara lik Indonesia
Nomor 2043); @Q

Undang—Undang@r 23 un 1997 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Lin an Hidup (Lembaran
Negara Re ik In Tahun 1997 Nomor 68,
Tambaha ba ra Republik Indonesia

@ €ga

omor 10 Tahun 2004 tentang
eraturan Perundang-undangan

Norg)r

U@%Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

egara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
elah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

@donesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang
Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan
Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

7. Peraturan .....



7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2002
tentang Rencana Tata Ruang Wila *‘ Kota Sukabumi Tahun
kabumi Tahun 2002

9. Peraturan Daerah Kotq @umi Ngior 8 Tahun 2003
tentang Pembentukdry’ daR—5SusunanOtganisasi Perangkat
Daerah dan Sekreta Péwan Berwakilan Rakyat Daerah

Kota Sukabumi (Lembaran D Kota Sukabumi Tahun
2003 Nomor 31 -21);

10. Peraturan Kotkabumi Nomor 7 Tahun 2007
tentang dangan Peraturan Perundang-undangan

(LemldafgnRgerah K%ukabumi Tahun 2007 Nomor 7);

Nomor 15 Seri C-1);

g@ Dengan Persetujuan Bersama

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
@ SUKABUMI
@ dan
@ WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT
PEMAKAMAN.

BABI .....



«

é@
)

6.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yan aksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Suk @

2. Pemerintah Da lah {fla Daerah dan
Perangkat Da@ebagai sur penyelenggara
pemerintahan dai

3. Kepala Da alah %@a Sukabumi.

4, Ding @ihan, manan, dan Pemakaman atau

D'I baga (‘{eknis Daerah yang membidangi
R

selanjutnya disebut Dinas adalah
/, Pertamanan, dan Pemakaman Kota
Dinas/Lembaga Teknis Daerah Kota

T %Pemakaman Umum adalah areal tanah yang

d@ an untuk keperluan pemakaman jenazah bagi
t1

ang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah
aerah.

gse p orang tanpa membedakan agama dan golongan,

Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah
yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah
yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial
dan/atau badan keagamaan.

BABII .....



BABII
PENDATAAN TANAH PEMAKAMAN

Pasal 2

(1) Dalam rangka menghimpun-dafa tanah pemakaman,
Pemerintah Daerah melaksandakan \inventarisasi seluruh
tempat pemakaman baill {&njpat kaman Umum
maupun Tempat Pema ©- Bukan m.

<

(2) Inventarisasi selyr@h pat peljakaman sebagaimana
dimaksud pada a melippti letak pemakaman, luas

tanah, status tanah, pen kondisi saat ini, dan

keterangan @ng di perlu.

APAN, DAN PEMBERIAN SERTA
AKATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN
PAT PEMAKAMAN

N -

@mpa@\akaman Umum yang disediakan dan dikelola
é ole merintah Daerah, terdiri atas :

empat Pemakaman Umum bagi orang Muslim yang
terdiri dari :

@ 1. Tempat Pemakaman Umum Taman Bahagia yang
terletak di Kampung Nagrak Kelurahan Benteng
Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;

2. Tempat Pemakaman Umum Binong yang terletak di
Kampung Binong Desa Parungseah Kecamatan
Sukabumi Kabupaten Sukabumi;

3. Tempat .....



Tempat Pemakaman Umum Taman Rohmat yang
terletak di Kampung Citamiang Kelurahan Citamiang
Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;

Tempat Pemakaman Umum Ciandam yang terletak di
Kampung Ciandam Kelurahan Cibeureum Hilir
Kecamatan Cibeureum Kota Sikabumi.

b. Tempat Pemakaman Umu gi\grang bukan Muslim
yang terdiri dari:

1.

Tempat Pemakama | yang terletak di
Kampung Ci ikundul Kecamatan
Lembursitu Ko

Tempat P erkop yang terletak di
Kampu ita Kelurahan Citamiang

a@?s sosial kepada Pemerintah Daerah
bagai Tempat Pemakaman Umum

uk ﬁfw'@ pemakaman yang berasal dari

=
-

alma& aksud dalam Pasal 3.

@ Pasal 5

%kan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum di
ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan oleh Kepala

Pasal 6

(1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk Tempat
Pemakaman Bukan Umum termasuk tanah wakaf yang
dipakai untuk tempat pemakaman ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

(2) Tata .....
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(2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan untuk
memperoleh  penunjukan dan  penetapan lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Dalam melakukan penunjuka enetapan lokasi
sebagaimana dimaksud dalag al S@Pasal 6 harus
berdasarkan pada Rencan nbahguna erah dan/atau

Rencana Tata Ruang den%g@etentuan sebagai
a. tidak berada dalam

berikut :
yahy adat penduduknya;
menghindarunaan t@) ang subur;

—

c. memperhati Resera Qi\ n keselarasan lingkungan

hidup; Q
d. menc rusakan¥gnah dan lingkungan hidup; dan
e. me% nggu@ tanah yang berlebih-lebihan.

@ % Pasal 8
@eal tal@mtuk keperluan Tempat Pemakaman Umum
iberi atus hak pakai selama dipergunakan untuk
@ kepet pemakaman.

(2) /Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan
um diberikan status hak pakai sesuai dengan
tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
@ Pasal 9

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang telah diberikan status
hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan,
sewaktu-waktu dapat dibatalkan haknya dan tanah yang
bersangkutan dinyatakan kembali menjadi tanah yang
dikuasai langsung oleh negara apabila diusulkan oleh Kepala
Daerah dengan pertimbangan :

a. tanah .....



a. tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan izin
pemakaiannya/ disalahgunakan;

b. tanah tersebut diterlantarkan; atau

c. dipindahkan untuk kepentingan umum, sesuai dengan
kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

{Derikan peringatan

secara tertulis sebg ngan jangka waktu

sebagai berikut :

a. peringata ma 1@ (tiga) bulan;

b. peringata ua s (dua) bulan; dan

c. ptz;inketigama 1 (satu) bulan.

(2 Ap ‘%mpai a peringatan ketiga tidak ada

ta ata r atian, Pemerintah Daerah dapat
P f& encabut izin pengelolan Tempat
am, an Umum serta mengusulkan pencabutan

a
%@ atas @a sesuai ketentuan yang berlaku.

BABIV

PEMAKAMAN

@ NGGUNAAN DAN PEMBONGKARAN TANAH
Pasal 11
(1) Setiap Jenazah dari dalam Daerah maupun luar Daerah
yang akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum
wajib mendapat izin dari Kepala Daerah melalui Kepala

Dinas.

(2) Tata .....



(2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Kepala Daerah.

«

1

@
%,

(2)

@ingkungan

Pasal 12

berikut :

(1) Penggunaan lahan tanah : ditetapkan sebagai
a. bagi orang musli gaxv/ukurafpaling panjang 2

pa

e

rendah 1,5 m;

bagi orang non muslj engan ukuran paling
panjang da g lebar 1,5 m dengan
kedalama ing '— ,5m.

m dan paling de edalaman paling

,3 m.

(2) Jarak mak an{ atu dengan pemakaman lainnya
lifig ga @

@ @ Pasal 13
lasan @" pemakaman tidak diperkenankan berlebih-
b ik

bentuk maupun ukurannya.

ataan tempat pemakaman harus memperhatikan aspek
tamanan, penghijauan, kelestarian, dan keindahan

Pasal 14

(1) Ahli waris dapat membongkar/memindahkan makam

keluarganya ke tempat pemakaman lainnya, dengan

melaporkannya secara tertulis kepada Kepala Daerah
melalui Dinas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum

pelaksanaan pembongkaran/pemindahan makam

dimaksud.

(2) Tanah .....
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(2) Tanah bekas makam yang dibongkar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke fungsi/keadaan
semula.

pengembalian fungsi/keadaa \h makam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung
jawab ahli waris.

(3) Biaya pembongkaran/ pemmd!an makam dan/atau

PENGELOLAAN TEM EMAKAMAN

Dalam p%;. e!t aan tempat pemakaman harus
N

dan ngmdahkan ketentuan peraturan
perundaf® danga@e genai lingkungan hidup.

& L

Pe n Tempat Pemakaman Umum oleh Pemerintah
Da dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan
é @amran perundang-undangan yang berlaku dengan

ak memberatkan warga masyarakat.

@ @ engenaan sumbangan/iuran atas Tempat Pemakaman
Q Bukan Umum yang dikelola oleh badan sosial dan/atau
badan keagamaan tidak dibenarkan dipungut secara
komersial dan harus disesuaikan dengan kemampuan
masyarakat.

BAB VI .....



(1)

(2)
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BAB VI
PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI
Pasal 17

Apabila terdapat suatu Temp akaman Umum dan
Tempat Pemakaman Bukan b ang dipandang tidak

sesuai lagi dengan Re Pe unan Daerah
g Wilay ingga menjadi

dan/atau Rencana Tata Rus
penghambat penin t sl tw lingkungan harus

ditutup dan dipindghka

Pemindahan Tempat Pem @n Umum sebagaimana
dimaksud ayat ) dapat diusahakan
pemindahannya\secara ahap ke suatu lokasi lain
sesuai de enc embangunan Daerah dan/atau

Renc Ruang “Wilayah serta memperhatikan
ket% ratura%rundang—undangan yang berlaku.
an dmindahan ke tempat lain sebagaimana

sud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan
utus ala Daerah dengan persetujuan Dewan

aQ

©

% rwakj akyat Daerah.
Q BAB VII

@ KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pemakaman dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

Pasal 19 .....
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Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2009.

Agar setiap orang mengetahsinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah j ngan penempatannya

dalam Lembaran Daerah.

ap i @kabumi
ada tang 2 Juli 2008

WA A SUKABUM]I,

@ % cap ttd.

KH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

O
<
@HA@MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 5



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TAN T @PERLUAN

TEMPAT PEMAKAVEAN
O™ (50
UMUM

Sehubungan ketentuan pemakaman telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kota Sukabu mor 2000 sudah tidak sesuai
dengan perkembangan dewads Nni % am rangka meningkatkan
pendayagunaan dan pena anah @f tempat pemakaman di Kota
Sukabumi, perlu dilaksSgrakai"dengap memperhatikan aspek pemanfaatan
tanah, aspek keagam% spe' I budaya.

a. lokasi empat (@(aman, kenyataannya banyak tanah tempat
pema@ terlgték gY tengah-tengah kota atau berada dalam daerah
n

pe yan dat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi
|
b

ghaan pembangunan daerah atau Rencana Tata Ruang

pere
Swkabumi;

] 52 ) N
emakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman

050
karenum diatur mengenai pembatasan tanah bagi pemakaman
jenazah seseorang;

ah
b.

c. dipakainya tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman;
d. kurang diperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;

e. kurang memadainya upaya pencegahan pengrusakan tanah.



II.

Keadaan tersebut di atas jelas bertentangan dengan usaha

Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata tertib bidang pertanahan,
sehingga perlu ditata dan disusun kembali sebagai pedoman serta landasan
hukum yang mantap dengan tujuan antara lain :

a. penggunaan tanah tidak menjurus pada pemborosan yang
mengakibatkan kerusakan pada sumber day« 8lam dan terganggunya
keseimbangan hidup;

b. pemenuhan kebutuhan tanah untuk an @at pemakaman
secara serasi dan seimbang menginga sediaan t yang ada pada
kenyataannya terbatas, sedangka an 1@ masyarakat, dan
perorangan terus meningkat bai upun enya.

Sehubungan dengan hal tersebut di maka perlu ditetapkan

Peraturan Daerah tentang P lgan nggunaan Tanah untuk

Keperluan Tempat Pemakaman; %

PASAL DEMI PASAL 0@ %@
Pasal 1 %

Pasal 2 @
Cuku

Pasal 5 C

. ©
Cukup jelas. Q@
& Top

Penunjukan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum di luar
ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 adalah pengadaan lokasi tanah
pemakaman baru yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas. @
C @9 s
Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 @
Cukup jelas. @
Pasal 13 Q,
Cukup jelas. @ %

Pasal 14

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
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